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ABSTRAK 
 

Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu lalu,dimana 
banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor usaha 
Micro Kecil dan Menengah (UKM) lebih tangguh dalam menangani hal tersebut. Saat ini 
Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha 
kecil menengah baru tahun 2020. Kondisi  ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. 
Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM swasta maupun BUMN memilki peran penting 
memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggungjawab 
sosial-moral setiap institusi bisnis atau pelaku usaha dalam menunjang UKM menuju Indonesia 
MDGs (Millenium Development Goal’s) upaya menjawab tantangan pasar bebas  ASEAN 2015. 
Tulisan ini bersifat kajian pustaka (Library Research). Objek dalam penulisan karya tulis ilmiah 
ini adalah peranan CSR PT Semen Indonesia sebagai solusi dalam mengembangkan Usaha Kecil 
Menengah upaya untuk menjawab tantangan pasar bebas ASEAN economic community 2015 
menuju Indonesia Millenium Development Goal’s. 

 
Kata Kunci: UKM, CSR, MDGs 

 

ABSTRACT 
 

Since time ago, In the economic crisis in our country where many large-scale enterprises 
stagnated even stop its activities , the business sector of Micro Small and Medium Enterprises 
(UKM) more resilient in dealing with it . Currently the Ministry of Cooperatives and Small and 
Medium Enterprises plans to create 20 million new small and medium enterprises in 2020. This 
situation brings a positive side and negative for UKM . Be positive if the products and services of 
private or state-owned SMEs has an important role to drive growth of society . It is concern and 
social responsibility - moral every business institution or business in supporting Indonesian SMEs 
towards the MDGs (Millenium Development Goal's) efforts to meet the challenges of the free 
market of ASEAN 2015 . This paper is based on literature review (Library Research) . Objects in 
the writing of scientific papers is the role of CSR PT Semen Indonesia as a solution in developing 
Small and Medium Enterprises attempts to answer the challenges of the free market of ASEAN 
Economic Community 2015 to Indonesia 's Millennium Development Goal. 

 
Key Woard: UKM, CSR, MDGs. 
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PENDAHULUAN 

Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) mempunyai peran yang 

strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional, oleh karena selain berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil 

pembangunan. Dalam krisis ekonomi 

yang terjadi di negara kita sejak 

beberapa waktu yang lalu, dimana 

banyak usaha berskala besar yang 

mengalami stagnasi bahkan berhenti 

aktifitasnya, sektor Usaha Micro Kecil 

dan Menengah (UKM) terbukti lebih 

tangguh dalam menghadapi krisis 

tersebut. Mengingat pengalaman yang 

telah dihadapi oleh Indonesia selama 

krisis, kiranya tidak berlebihan apabila 

pengembangan sektor swasta 

difokuskan pada UKM, terlebih lagi 

unit usaha ini seringkali terabaikan 

hanya karena hasil produksinya dalam 

skala kecil dan belum mampu bersaing 

dengan unit usaha lainnya. 

Pengembangan UKM perlu 

mendapatkan perhatian yang besar 

baik dari pemerintah maupun 

masyarakat agar dapat berkembang 

lebih kompetitif bersama pelaku 

ekonomi lainnya. Kebijakan 

pemerintah ke depan perlu diupayakan 

lebih kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya UKM. Pemerintah 

perlu meningkatkan perannya dalam 

memberdayakan UKM disamping 

mengembangkan kemitraan usaha 

yang saling menguntungkan antara 

pengusaha besar dengan pengusaha 

kecil, dan meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusianya. 

Pengembangan terhadap sektor 

swasta merupakan suatu hal yang tidak 

diragukan lagi perlu untuk dilakukan. 

UKM memiliki peran penting dalam 

pengembangan usaha di Indonesia. 

UKM juga merupakan cikal bakal dari 

tumbuhnya usaha besar. “Hampir 

semua usaha besar berawal dari UKM. 

Usaha kecil menengah (UKM) harus 

terus ditingkatkan (up grade) dan aktif 

agar dapat maju dan bersaing dengan 

perusahaan besar. Jika tidak, UKM di 

Indonesia yang merupakan jantung 

perekonomian Indonesia tidak akan 

bisa maju dan berkembang. Satu hal 

yang perlu diingat dalam 

pengembangan UKM adalah bahwa 

langkah ini tidak semata-mata 

merupakan langkah yang harus 

diambil oleh Pemerintah dan hanya 

menjadi tanggung jawab Pemerintah. 

Pihak UKM sendiri sebagai pihak 

yang dikembangkan, dapat 
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mengayunkan langkah bersama-sama 

dengan Pemerintah. 

Pemerintah pada intinya 

memiliki kewajiban untuk turut 

memecahkan tiga hal masalah klasik 

yang kerap kali menerpa UKM, yakni 

akses pasar, modal, dan teknologi 

yang selama ini kerap menjadi 

pembicaraan di seminar atau 

konferensi. Secara keseluruhan, 

terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan 

pengembangan terhadap unit usaha 

UKM, antara lain kondisi kerja, 

promosi usaha baru, akses informasi, 

akses pembiayaan, akses pasar, 

peningkatan kualitas produk dan 

SDM, ketersediaan layanan 

pengembangan usaha, pengembangan 

cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi. 

Perlu disadari, UKM berada 

dalam suatu lingkungan yang 

kompleks dan dinamis. Jadi, upaya 

mengembangkan UKM tidak banyak 

berarti bila tidak mempertimbangkan 

pembangunan (khususnya ekonomi) 

lebih luas. Konsep pembangunan yang 

dilaksanakan akan membentuk ‘aturan 

main’ bagi pelaku usaha (termasuk 

UKM) sehingga upaya pengembangan 

UKM tidak hanya bisa dilaksanakan 

secara parsial, melainkan harus 

terintegrasi dengan pembangunan 

ekonomi nasional dan dilaksanakan 

secara berkesinambungan. Kebijakan 

ekonomi (terutama pengembangan 

dunia usaha) yang ditempuh selama ini 

belum menjadikan ikatan kuat bagi 

terciptanya keterkaitan antara usaha 

besar dan UKM. 

Saat ini, Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah berencana 

untuk menciptakan 20 juta usaha kecil 

menengah baru tahun 2020. Tahun 

2020 adalah masa yang menjanjikan 

begitu banyak peluang karena di tahun 

tersebut akan terwujud apa yang 

dimimpikan para pemimpin ASEAN 

yang tertuang dalam Bali Concord II. 

Suatu komunitas ekonomi ASEAN, 

yang peredaran produk-produk barang 

dan jasanya tidak lagi dibatasi batas 

negara, akan terwujud. Kondisi ini 

membawa sisi positif sekaligus negatif 

bagi UKM. Menjadi positif apabila 

produk dan jasa UKM mampu 

bersaing dengan produk dan jasa dari 

negara-negara ASEAN lainnya, namun 

akan menjadi negatif apabila 

sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting 

bila pemerintah mendesain program 

yang jelas dan tepat sasaran serta 

mencanangkan penciptaan 20 juta 

UKM sebagai program nasional. Hal 



Jurnal PENA|Volume 1|Nomor 1|ISSN 2355-3766|76 

 

 
 

itu belum maksimal dalam 

mengembangkan UKM menuju pasar 

bebas ASEAN 2015, oleh karena itu 

peran CSR dari perusahaan sangat 

dibutuhkan. Dalam hal ini peran CSR 

Semen Indonesia, Pembinan melalui 

dana CSR bisa dilakukan perusahaan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, serta Peraturan Pelaksana 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan. 

CSR bahkan sudah menjadi 

instrument penting dalam menunjang 

strategi perusahaan, yakni untuk 

pencapaian citra yang diinginkan serta 

tujuan komersial Sebagai salah satu 

komponen penting dalam 

perekonomian nasional, perusahaan 

swasta maupun BUMN memiliki 

peran penting memicu pertumbuhn 

ekonomi masyarakat. Ini merupakan 

bentuk kepedulian dan tanggungjawab 

sosial-moral setiap institusi bisnis atau 

pelaku usaha. dalam menunjang UKM 

meuju Indonesia MDGs (Millenium 

Development Goal’s) upaya menjawab 

tantangan pasar bebas ASEAN 2015. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Tulisan 

Tulisan ini bersifat kajian 

pustaka (libraryresearch). Data yang 

diperoleh disajikan secara deskriptif 

sehingga menunjukkan suatu kajian 

ilmiah yang dapat dikembangkan dan 

diterapkan lebih lanjut. 

 

Objek Tulisan 

Obek dalam penulisan karya 

ilmiah ini adalah Peran CSR PT. 

Semen Indonesia solusi dalam 

mengembangkan usaha kecil 

menengah upaya menjawab tantangan 

pasar bebas ASEAN economic 

community 2015. Menuju indionesia 

Mellinium Development Goal’s 

 

Pengumpulan Data 

Data dalam karya tulis ini 

diperoleh melalui berbagai litertur 

yang relevan dengan masalah yang 

diangkat, seperti: buku-buku, media 

elektronok, media cetak  serta artikel 

yang diperoleh dari internet. 

 

 Prosedur Penulisan 

Pengumpulan data dan 

informasi yang selesai selanjutnya 

diseleksi dan direduksi kerelevannya 

dengan masalah yang dikaji.Proses 
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penyajian masalah yang dibahas yaitu 

data yang terkumpul dianalisis secara 

deskriptif, dengan cara mengkaji peran 

CSR perusahaan PT. Semen Indonesia 

dalam mengembangkan usaha kecil 

menengah di Indonesia sebagai 

pengejawantahan dalam menghadapi 

pasar bebas ASEAN economic 

community 2015. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesiapan Indonesia dalam 

menghadapi tantangan pasar bebas 

ASEAN 2015 

Menyongsong pasar bebas 

ASEAN atau biasa disebut Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) bagai dua 

sisi mata uang. Satu sisi kebijakan ini 

akan menguntungkan Indonesia, 

namun sisi lain malah akan jadi 

boomerang yang menghancurkan 

negara sendiri. Kesiapan pemerintah 

Indonesia sangat diperlukan 

menghadapi MEA, jika tidak 

Indonesia hanya akan menjadi pasar 

dan 'budak' negara ASEAN lainnya. 

Kesiapan pemerintah diperlukan tidak 

hanya pada proteksi produk dalam 

negeri namun juga pada sisi tenaga 

kerja. 

Ekonom, Hendri Saparini 

menilai hingga saat ini pemerintah 

belum mempunyai kebijakan yang 

komprehensif menghadapi MEA pada 

awal 2015 mendatang. Menurut 

Hendri, negara lain seperti Malaysia 

dan Thailand sudah mempunyai 

strategi khusus agar negara mereka 

bisa mengambil keuntungan di pasar 

bebas ASEAN nantinya. Namun 

demikian, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Hatta Rajasa 

mengklaim persiapan Indonesia 

menghadapi MEA sudah cukup 

matang. Kesiapan Indonesia bahkan 

disebut telah mengungguli Vietnam 

dan Laos. 

"Kita sudah sejajar dengan 

Malaysia (persiapan menghadapi 

MEA). Sedangkan Laos dan Vietnam 

masih di bawah kita," ucap Hatta di 

kantornya, kemarin. Menurut Hatta, 

rata-rata negara ASEAN baru 

mencapai kesiapan 78 persen untuk 

menjalankan MEA 2015. Hatta 

mengklaim Indonesia sudah siap 

menghadapi era liberalisasi kawasan 

itu, walau belum sebaik Singapura. 

(Merdeka.com). 

 
Peran UKM di Indonesia Indonesia 

menuju  MDGs. 

UKM di negara berkembang, 

seperti di Indonesia, sering dikaitkan 
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dengan masalah-masalah ekonomi dan 

sosial dalam negeri seperti tingginya 

tingkat kemiskinan, besarnya jumlah 

pengangguran, ketimpangan distribusi 

pendapatan, proses pembangunan yang 

tidak merata antara daerah perkotaan 

dan perdesaan, serta masalah 

urbanisasi. Perkembangan UKM 

diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif yang signifikan 

terhadap upaya-upaya penanggulangan 

masalah-masalah tersebut di atas. 

Karakteristik UKM di 

Indonesia, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh AKATIGA, the Center 

for Micro and Small Enterprise 

Dynamic (CEMSED), dan the Center 

for Economic and Social Studies 

(CESS) pada tahun 2000, adalah 

mempunyai daya tahan untuk hidup 

dan mempunyai kemampuan untuk 

meningkatkan kinerjanya selama krisis 

ekonomi. Hal ini disebabkan oleh 

fleksibilitas UKM dalam melakukan 

penyesuaian proses produksinya, 

mampu berkembang dengan modal 

sendiri, mampu mengembalikan 

pinjaman dengan bunga tinggi dan 

tidak terlalu terlibat dalam hal 

birokrasi. 

UKM di Indonesia dapat 

bertahan di masa krisis ekonomi 

disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu : 

1. Sebagian UKM menghasilkan 

barang-barang konsumsi 

(consumer goods), khususnya 

yang tidak tahan lama. 

2. Mayoritas UKM lebih 

mengandalkan pada non-banking 

financing dalam aspek pendanaan 

usaha. 

3. Pada umumnya UKM melakukan 

spesialisasi produk yang ketat, 

dalam arti hanya memproduksi 

barang atau jasa tertentu saja, dan 

4. Terbentuknya UKM baru sebagai 

akibat dari banyaknya pemutusan 

hubungan kerja di sektor formal. 

UKM di Indonesia mempunyai 

peranan yang penting sebagai 

penopang perekonomian. Penggerak 

utama perekonomian di Indonesia 

selama ini pada dasarnya adalah sektor 

UKM.  

Kinerja UKM di Indonesia dapat 

ditinjau dari beberapa aspek, yaitu : 

1. Nilai Tambah 

Kinerja perekonomian Indonesia 

yang diciptakan oleh UKM tahun 

2006 bila dibandingkan tahun 

sebelumnya digambarkan dalam 

angka Produk Domestik Bruto 
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(PDB) UKM pertumbuhannya 

mencapai 5,4 persen. Nilai PDB 

UKM atas dasar harga berlaku 

mencapai Rp 1.778,7 triliun 

meningkat sebesar Rp 287,7 

triliun dari tahun 2005 yang 

nilainya sebesar 1.491,2 triliun. 

UKM memberikan kontribusi 53,3 

persen dari total PDB Indonesia. 

Bilai dirinci menurut skala usaha, 

pada tahun 2006 kontribusi Usaha 

Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha 

Menengah sebesar 15,6 persen, 

dan Usaha Besar sebesar 46,7 

persen. 

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja. 

Pada tahun 2006 jumlah populasi 

UKM mencapai 48,9 juta unit 

usaha atau 99,98 persen terhadap 

total unit usaha di Indonesia. 

Sementara jumlah tenaga kerjanya 

mencapai 85,4 juta orang. 

3. Ekspor UKM 

Hasil produksi UKM yang 

diekspor ke luar negeri mengalami 

peningkatan dari Rp 110,3 triliun 

pada tahun 2005 menjadi 122,2 

triliun pada tahun 2006. Namun 

demikian peranannya terhadap 

total ekspor non migas nasional 

sedikit menurun dari 20,3 persen 

pada tahun 2005 menjadi 20,1 

persen pada tahun 2006. 

 

Peran CSR Semen Indonesia dalam 

mengembangkan UKM Menuju 

Indonesia MDGs. 

Bagaimana CSR dan 

implikasinya terhadap iklim 

penanaman modal di Indonesia. 

Penanaman modal dalam  UUPM No. 

25 Tahun 2007, Pasal  1 angka 1 

dinyatakan bahwa ”Penanaman modal 

adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing untuk melakukan usaha di 

wilayah negara Republik Indonesia”. 

Kehadiran UUPM NO. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal diharapkan, 

mampu memberikan angin segar 

kepada investor dan memberikan iklim 

investasi yang menggairahkan. 

Kenyamanan dan ketertarikan investor 

asing terutama apabila terciptanya 

sebuah kepastian hukum dan jaminan 

adanya keselamatan dan kenyamanan 

terhadap modal yang ditanamkan. 

Secara garis besar tujuan dari 

dikeluarkannya UU PM  tentunya 

disamping memberikan kepastian 

hukum juga adanya transparansi dan 

tidak membeda-bedakan serta 
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memberikan perlakuan yang sama 

kepada investor dalam dan luar negeri. 

Dengan adanya kepastian 

hukum dan jaminan kenyamanan serta 

keamanan terhadap investor, tentunya 

akan meningkatkan daya saing 

Indonesia di pasar global yang 

merosot sejak terjadinya krisis 

moneter. Berkaitan dengan hal 

tersebut, penanaman modal harus 

menjadi bagian dari penyelenggaraan 

perekonomian nasional dan 

ditempatkan sebagai upaya untuk 

menigkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, meningkatkan kapasitas 

dan kemampuan teknologi nasional, 

mendorong pembangunan ekonomi 

kerakyatan, serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu 

sistem perekonomian yang berdaya 

saing. 

Tujuan penyelenggaraan 

penanaman modal hanya dapat 

tercapai apabila faktor penunjang yang 

menghambat iklim investasi dapat 

diatasi, antara lain melalui perbaikan 

koordinasi antarinstansi Pemerintah 

Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi 

yang efisien, kepastian hukum di 

bidang penanaman modal, biaya 

ekonomi yang berdaya saing tinggi, 

serta iklim usaha yang kondusif di 

bidang ketenagakerjaan dan keamanan 

berusaha. Dengan perbaikan faktor 

tersebut, diharapkan realisasi 

penanaman modal akan membaik 

secara signifikan. 

Penerapan kewajiban CSR 

sebabagaimana diatur dalam UU No. 

25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal , Pasal 15 huruf b menyebutkan 

”Setiap penanam modal berkewajiban 

melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan”. Jika tidak dilakukan 

maka dapat diberikan sanksi 

administrasi berupa peringatan tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, 

pembekuan, hingga pencabutan 

kegiatan usaha dan/atau fasilitas 

penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) 

UU No. 25 Tahun 2007). Sedangkan 

yang dimaksud “tanggung jawab sosial 

perusahaan” adalah tanggung jawab 

yang melekat pada setiap perusahaan 

penanaman modal untuk tetap 

menciptakan hubungan yang serasi, 

seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat. 

Ilustrasi yang menggambarkan 

keinginan dari berbagai anggota 

dewan pada waktu itu adalah 
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kewajiban CSR terpaksa dilakukan 

lantaran banyak perusahaan 

multinasional yang beroperasi di 

Indonesia, lepas darit anggung 

jawabnya dalam mengelola 

lingkungan. 

”Pengalaman menunjukkan, 

bahwa banyak sekali perusahaan yang 

hanya melakukan kegiatan operasional 

tetapi kurang sekali memberikan 

perhatian terhadap kepentingan 

sosial”. Beberapa contoh kasus, seperti 

: lumpur Lapindo di Porong, lalu 

konflik masyarakat Papua dengan PT. 

Freeport Indonesia, konflik 

masyarakat Aceh dengan Exxon 

Mobile yang mengelola gas bumi di 

Arun, pencemaran oleh Newmont di 

Teluk Buyat dan sebagainya. 

Alasan lainnya adalah 

kewajiban CSR juga sudah diterapkan 

pada perusahaan BUMN. Perusahaan-

perusahaan pelat merah telah lama 

menerapkan CSR dengan cara 

memberikan bantuan kepada pihak 

ketiga dalam bentuk pembangunan 

fisik. Kewajiban itu diatur dalam 

Keputusan Menteri BUMN maupun 

Menteri Keuangan sejak tahun 1997. 

”oleh karena itu, perusahaan yang ada 

di Indonesia sudah waktunya turut 

serta memikirkan hal-hal yang 

berkaitan dengan lingkungan dimana 

perusahaan itu berada”. 

Tren globalisasi menunjukkan 

hal-hal yang berkaitan dengan 

lingkungan sudah menjadi hal yang 

mendesak bagi kepentingan umat 

manusia secara keseluruhan. 

Lingkungan hidup yang sehat 

merupakan bagian dari hak azasi 

manusia. Di Inggris dan Belanda 

misalnya, CSR menjadi sebuah 

penilaian hukum oleh otoritas pasar 

modal, disamping penilaian dari 

publik sendiri. ”Kalau perusahaan itu 

tidak pernah melakukan CSR justru 

kinerja saham di bursa saham kurang 

bagus”. 

CSR dalam konteks 

penanaman modal harus dimaknai 

sebagai instrumen untuk mengurangi 

praktek bisnis yang tidak etis. Oleh 

karena itu harus dibantah pendapat 

yang menyatakan CSR identik dengan 

kegiatan sukarela, dan menghambat 

iklim investasi. CSR merupakan 

sarana untuk meminimalisir dampak 

negatif dari proses produksi bisnis 

terhadap publik, khususnya dengan 

para stakeholdernya. Maka dari itu, 

sangat tepat apabila CSR diberlakukan 

sebagai kewajiban yang sifatnya 

mandatory dan harus dijalankan oleh 
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pihak perseroan selama masih 

beroperasi. Demikian pula pemerintah 

sebagai agen yang mewakili 

kepentingan publik. Sudah sepatutnya 

mereka (pemerintah) memiliki otoritas 

untuk melakukan penataan atau 

meregulasi CSR. 

Dengan demikian, keberadaan 

perusahaan akan menjadi sangat 

bermanfaat, sehingga dapat 

menjalankan misinya untuk meraih 

optimalisasi profit, sekaligus dapat 

menjalankan misi sosialnya untuk 

kepentingan masyarakat. Pengaturan 

mengenai tanggung jawab penanam 

modal diperlukan untuk mendorong 

iklim persaingan usaha yang sehat, 

memperbesar tanggung jawab 

lingkungan dan pemenuhan hak dan 

kewajiban  serta upaya mendorong 

ketaatan penanam modal terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan CSR secara 

konsisten oleh perusahaan akan 

mampu menciptakan iklim investasi 

(penanaman modal). Anggapan yang 

mengatakan bahwa CSR akan 

menghambat iklim investasi patut 

ditolak. Ada kewajiban bagi setiap 

penanam modal yang datang ke 

Indonesia wajib mentaati aturan atau 

hukum yang berlaku di Indonesia, 

apapun bentuknya. Indonesia masih 

menjanjikan bagi investor dalam 

maupun asing. Sumber daya alam 

masih merupakan daya tarik tersendiri 

dibandingkan negara-negara sesama 

ASEAN dalam posisi  Sumber Daya 

Alam (SDA) dan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Kondisi tersebut 

dapat terwujud apabila diimbangi 

dengan  manfaat dari kesiapan 

peningkatan mutu infrastrukturt, 

manusia, pengetahuan dan fisik. 

UU PM memberikan jaminan 

kepada seluruh investor, baik asing 

maupun lokal, berdasarkan asas 

kepastian hukum, keterbukaan, 

akuntabilitas, perlakuan yang sama 

dan tidak membedakan asal negara, 

kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, dan 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. 

CSR dalam UUPM dapat 

terlaksana jika dibarengi dengan 

lembaga yang kuat dalam menegakkan 

aturan dan proses yang benar. 

Sebagaimana dikatakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja, pengertian hukum 

yang memadai harus tidak hanya 

memandang hukum itu sebagai suatu 

perangkat kaidah dan azas-azas yang 
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mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat, tapi harus pula mencakup 

lembaga (institutions) dan proses 

(processes) yang diperlukan untuk 

mewujudkan hukum itu dalam 

kenyataan.  

 
PENUTUP 

Kesimpulan 

Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) mempunyai peran yang 

strategis dalam pembangunan ekonomi 

nasional, oleh karena selain berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja juga berperan 

dalam pendistribusian hasil-hasil 

pembangunan. Dalam krisis ekonomi 

yang terjadi di negara kita sejak 

beberapa waktu yang lalu, dimana 

banyak usaha berskala besar yang 

mengalami stagnasi bahkan berhenti 

aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) terbukti lebih 

tangguh dalam menghadapi krisis 

tersebut. 

Pengembangan UKM perlu 

mendapatkan perhatian yang besar 

baik dari pemerintah maupun 

masyarakat agar dapat berkembang 

lebih kompetitif bersama pelaku 

ekonomi lainnya. Tentunya dalam hal 

ini CSR perusahaan BUMN dapat 

mengambil andil dalam 

pengembangan UKM di Indonesia 

menciptakan 20 juta usaha kecil 

menengah baru tahun 2020.  
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